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MOTTO

ABH @

o Orang Tua Di Rumah Menanti Kepulanganmu Dengan Hasil Yang

—Membanggakan, Jangan Kecewakan Mereka. Simpan Keluhmu, Sebab

o Letihmu Tak Sebanding Dengan Pejuangan Mereka Menghidupimu
-lka Df-

T%_gas Kita Bukanlah Umtuk Bershasil, Tugas Kita Adalah Untuk Mencoba
=Karena Didalam Mencoba Itulah Kita Menemukan Kesempatan Untuk
= Berhasill
= -Buya Hamka-

Kalau mimpi kamu tidak membuat kamu gelisah, tidak bikin kamu
mempertanyakan, tidak bikin kamu deg-degan itu artinya mimpi kamu tidak
cgrkup besar. Mimpi itu jangan nanggung, mimpi itu harus yang bikin kamu
gemeter. Itu yang harus kamu cari.

-najwa shihab-
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g PERSEMBAHAN

; Alhamdulillahhirobbil’alamin Segala doa dan rasa syukur kepada Allah
Sdbhanallahu Wa Ta'ala Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya
bi% menyelesaikan skripsi yang sederhana ini tepat waktu, maka saya
persembahkan skripsi ini kepada

z Ayahanda Zainuar dan Ibunda Yulibar

Z  Lewat skripsi sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tua
te%’inta sebagai bukti bakti memenuhi janji untuk menyelesaikan pendidikan
stp;!;ta satu. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti tercurah dalam setiap
langkahku. Setiap tetes keringat Ayah dan mamak dalam mencari rezki demi
méﬁenuhi segala kebutuhanku selama ini adalah bukti nyata cinta dan
pengorbanan kalian. Semoga setiap usaha dan keikhlasan itu kelak menjadi saksi
dihadapan Allah SWT sebagai bentuk tanggung jawab yang mulia tak ternilai,

Bapak Irfan Zulfikar M.Ag. dan Bapak Zilal Afwa Ajidin S.E., M.A.

selaku dosen pembimbing. Ananda mengucapkan terima kasih banyak atas
keikhlasan bapak dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam
setiap tahap penyelesaian skripsi ini. Ananda menyadari tanpa bantuan dari bapak,
skripsi ini mungkin tidak bisa Ananda selesaikan dengan baik. Semoga segala
ilrt_}ru yang telah bapak berikan menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan
dlﬁria akhirat kepada bapak.

ga': Doakan semoga ilmu yang Ananda dapatkan menjadi berkah dan berguna
ba]n;i banyak orang, menjadi insan yang bisa memegang teguh agama, sukses dunia
al@rat. Aamiin Yaa Rabbal' aala miin.
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g ABSTRAK
G
Maghammad Umar, (2025): Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran
o Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan
o Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12
3 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan
= Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Figh
S Siyasah
=
= Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah
K%upaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 terhadap penerapan sanksi disiplin

pada tahun 2024-2025. Di mana penerapan sanksi bertujuan untuk merubah
ke‘adaan agar menjadi lebih baik, yaitu kinerja seseorang dalam hal ini Perangkat
Désa. Untuk menegakkan disiplin Perangkat Desa, semestinya Kepala Desa dapat
mepggunakan kewenanganya sesuai prosedur pemberian sanksi yang diatur.

o  Adapun permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan
peRerapan sanksi pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa berdasarkan Perda
Nomor 12 tahun 2017 di desa Tanjung Mas kecamatan Kampar Kiri kabupaten
Kampar? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Bagaimana perspektif figh
siyasah terhadap pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran disiplin bagi
perangkat desa di desa Tanjung Mas kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research). Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, sekunder dan
tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara,
dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan
teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap
aparatur Desa Tanjung Mas berdasarkan Perda kabupaten Kampar Nomor 12
Tafiun 2017 di desa Tanjung Mas masih belum berjalan secara optimal. Hal ini
dlﬁarenakan Kepala Desa belum memahami norma yang menjadi dasar untuk
menerapkan sanksi tersebut, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi tidak
begalannya penerapan sanksi bagi perangkat desa yang tidak disiplin. Faktor-
faktor yang mempengaruhinya karena adanya faktor internal. Hal ini diketahui
bahwa Kepala Desa mempunyai hubungan kekeluargaan dan hubungan politis
deAgan perangkat desanya, Karena kedekatan-kedekatan tersebut membuat
Keépala Desa tidak bisa tegas terhadap perangkat desanya, atau melakukan
pemblaran serta tidak lakukan pembinaan. Perspektif figh siyasah dalam
peciaksanaan penerapan sanksi terhadap aparatur Desa Tanjung Mas berdasarkan
peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 di desa Tanjung Mas,
bahwa dalam Islam dan hukum positif mengikuti dan mentaati aturan adalah
merupakan kewajiban, sebagaimana peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati
seRingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar. Akan tetapi
dalam kenyataannya suatu peraturan amat sulit dilaksanakan dan dipatuhi
seﬁi}ngga banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja.

et
K@g Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Sanksi, Pelanggaran Displin, Figh Siyasah
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KATA PENGANTAR

ABH @

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

1d13

Allahamdulillahirobbil’alamin, segala puji penulis hiraukan atas rahmat

o
Sw e

-karunia Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan

kesehatan, sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesabran

l'§>1||

SN

pemahaman sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

13

laksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat

BYe N

Dgiga Tanjung Mas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
N?mor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah” untuk memenuhi salah satu
syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat
serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah

menjadi suri tauladan umatnya terutama dalam hal mendidik.

;U") Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak dukungan, bimbingan,
ba:ﬁtuan dan nasehat dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Selain dari itu,
&

peRulis juga banyak mendapatkan bantuan baik merupakan moril maupun materil.
B
Olgh karena itu lewat kata pengantar ini izinkan penulis menuliskan ucapan terima

kaéih kepada:
]

1.5Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainuar dan Ibunda YuliBar yang
=)
aelah membesarkan, mendidk, serta mendoakan setiap langkah penulis dengan
e

m—
-

mpenuh kesabran dan kasih saying sehingga penulis mampu menyelesaikan

u

Ag

skripsi ini.
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Z.mIRektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibuk Prof. Dr. Hj.

gLeny Nofianti, MS., SE., AK, CA. Wakil Rektor | Ibuk Prof. Dr. Hj.
E’Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M. PD, Wakil
%?ektor Il Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh
gajaran civitas akademik yang telah mendedikasihkan waktunya untuk
imenjadikan UIN Suska Riau gemilang dan terbilang.
3.°C?’:_Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, Wakil
Q;;-,Dekan | Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., M.Ag, Wakil Dekan Il
gBapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si. dan Wakil Dekan 11l Ibuk Dr. Hj. Sofia
Hardani, M.Ag, yang telah memberikan kemudahan dalam proses
penyelesaian skripsi penulis.
4. Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan
Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.

Ag, vyang telah ~memberikan arahan, = membimbing, motivasi,

%

emepermudahkan, dan mempeluangkan waktuserta tenaganya dengan ikhlas
alam proses penyelesaian skripsi ini.

5.8Dosen Pembimbing materi bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, dan dosen

DII.IIE[SL_Q]E’

embimbing metodologi Bapak Zilal Afwa Ajidin S.E., M.A., yang telah

membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis

ISIJAIU

Zmampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

(0]

6.@enasehat akdemik (PA) Bapak Zilal Afwa Ajidin S.E., M.A., yang telah
e

—t

memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.

ue}
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7.mIBapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas

§Syariah dan Hukum vyang telah sabar dan ikhlas memberikan ilmu
g'pengetahuan kepada penulis.

8.§_Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami‘ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
g<asim Riau beserta staf yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk
imelakukan studi kepustakaan.

c
w

9.Bapak Tarmizi S.Pd,l., MM. selaku penanggung jawab Kepala Desa Tanjung

!
Q;;i\/las, Bapak Nuryanto, selaku Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Mas,
gBapak Buyung Aciak, selaku Kepala Suku Desa Tanjung Mas, Bapak

samsurizal selaku datuk suku lagho mudo Desa Tanjung Mas, Bapak zainuar
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I BAB I
{ah]
G
o PENDAHULUAN
=
jeb)
Ag Latar Belakang Masalah
;? Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi,
(=

dg daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kkota, yang tiap-tiap provinsi,
ka%)upaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan
v
urﬁang-undang.1 Dalam tiap-tiap daerah kabupaten/kota memiliki satuan
pegierintahan terkecil, yaitu pemerintahan desa.?
c
Secara historis desa merupakan awal mula terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk.® Struktur
sejenis desa, masyarakat, adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang
mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom

dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini

ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi.

5’ . : :
e Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam
stlﬁktur pemerintahan di Indonesia. Secara sosiologis maupun politis memiliki
8
posisi yang sangat kuat, jumlahnya saat ini sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu)
G,
d%a, sedangkan kelurahan hanya sekitar 8.000 (delapan ribu). Dengan demikian,
o
.
<
=4
wn
=

!Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara
Reﬁubhk Indonesia, No. 75, 1959, Pasal 18 Ayat (1)

ZJimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press,
2006), h. 25.
3Abdul Fatah Fanani, Et.Al., “Analisis Undang-Undang Desa”, Dalam Jurnal Dialektika,
Vdlme 4, Nomor 1, (Februari 2019), h. 4

Ie
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©
pogsi pemerintah desa memiliki arti strategis karena jumlahnya yang besar dan

-
pasisinya yang paling dekat dengan masyarakat®
Sejarah aturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa

dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari empat undang-

N1Ew eyd

ungang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja,
U@ang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-

c

Ug\_dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan terakhir undang undang nomor 3
jeb)

tabun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014,

pggaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang
pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, di mana didalamnya memuat beberapa pasal yang
menyangkut pemerintahan desa.’

Agar tidak menimbulkan penafsiran Menteri Dalam Negeri telah
membuat peraturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat
de%& sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Taiéun 2015 beserta dengan perubahannya. Regulasi teknis tentang pengangkatan

F—

+¥]
dap pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
-

Ngﬁhor 83 Tahun 2015 dan perubahannya juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri

67§I’ahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
]

8@'Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
=)

Aq’_ﬁipun yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa,
e

peghksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagaimana ditentukan Pasal 48, 49,

W
< *Kushandajani, “Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap
Kelenangan Desa”, Jurnal Yustisia, Volume 4, Nomor 2, (Mei 2015), h. 369-370.
= I
Ibid
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©
dagSO Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan

Peig]erintah Nomor 43 Tahun 2015 disebutkan sekretariat desa dipimpin oleh
se?@etaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala
de% dalam bidang administrasi pemerintahan. Dengan demikian, sekretaris desa
te%asuk bagian dari perangkat desa.®

b Perangkat desa khususnya sekretariat dan pelaksana teknis merupakan

pil;lcrak yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan publik. Ketentuan
te;Jmng pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
te:)?tang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut juga berisi tentang pihak yang
memberikan pelayanan atau penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tertulis: Penyelenggara
pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang

di%@ntuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.’

g Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menyebutkan
bagyva kewajiban penyelenggara pelayanan publik salah satunya adalah
méﬁhberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan
p%yanan publik. Jadi, perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik
b&an hanya mengatur dan mengurus masyarakat, tapi juga berkewajiban

=

g

= °Nanang Zulkarnaen Dan Maemunah, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Menggangkat
Daﬁ Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Teptang Desa”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1, Maret
2048, h. 30
"Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tentang Layanan Public, Pasal 1 Ayat (2)

Ie
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©
mgnberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Perangkat desa harus

-

memiliki karakter publik dan karakter privat. Apalagi sebagai pelayan masyarakat,
o

sikap disiplin harus selalu ditegakkan.®

Kebiasaan tersebut tidak akan berubah, jika atasan tidak melakukan

Arw

upaya pembinaan, termasuk memberikan sanksi sesuai kewenangan dan norma
hukum yang berlaku. Karena kepala desa merupakan atasan yang berwenang
m&nberikan sanksi sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam
N;Jgeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Pgangkat Desa juncto perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017, ditentukan bahwa kepala desa dapat memberhentikan perangkat
desa. Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan

camat.

% Perangkat desa berhenti karena:

;a. meninggal dunia;
5 b. permintaan sendiri; dan
o]
gc. diberhentikan.
3.?3 Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
]
q’ karena:
=4
na.  usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

8kabupaten Kampar, Hitps:/I1d.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten Kampar#Cite_Ref-2,
hir Kali Diakses 21 Mei 2024

T
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;b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling
; singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah
E’ mempunyai kekuatan hukum tetap;
gc. berhalangan tetap;
zd. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
ie. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

4.°C?':_Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Q;E;dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan
QD
c

kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah

ditetapkan.

5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4)

didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.’

;U") Berdasarkan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Taiéun 2015 pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian
pe?%ngkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota selambat-
Iaébatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.’® Sesuai amanat

A

digglaksud Kabupaten Kampar sudah membuat peraturannya, yaitu Peraturan

S

D%rah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan

®Indonesia, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Lembaran Negara
blik Indonesia Nomor 128 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal

o1 0

nery wisey g Ag weing jo

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Berita Negara
blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
, Pasal 13
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@)

Pe:{)mberhentian Perangkat Desa. Merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan

-
Dagrah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 apabila perangkat desa telah

©

mglanggar larangan sebagaimana ditentukan Pasal 27 ayat (1) sebagali berikut: ™

Nely ejlsns NN X

a.

b.

3
—1. Perangkat desa dilarang:

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa,
anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan

perundangan-undangan;

Ag uej[ng jo AJISIdATU() DTUIR]S] d)¥}S

Kampar, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, Lembaran Daerah Provinsi Riau

Kalupaten Kampar Nomor 12 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal

27Ayat (1)
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k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,
pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;

I.  melanggar sumpah/jan;ji jabatan;

m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
0. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi
pemerintah.

Keterkaitan norma larangan di atas dengan fenomena disiplin waktu kerja
perangkat desa berkaitan dengan larangan menyalahgunakan tugas, kewajiban
perangkat desa. Semestinya merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3)
PeE&turan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 kepala desa
begfvenang memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis paling banyak
3 é?i:ga) kali pada pelanggaran yang sama.*?

Adapun norma Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten

un o

Kaj*npar Nomor 12 Tahun 2017 sebagai berikut: (2) Dalam hal perangkat desa
]

I

n@fakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
=)

be@pa teguran tertulis oleh kepala desa. (3) Teguran tertulis sebagaimana
e

diéi.aksud pada ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran

21bid., Pasal 27 Ayat (2 dan 3)
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©
yag:g sama. (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang

-
waktu:
a. teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari; dan

b. teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari. =3

Sanksi administrasi biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi

o
SENIN N!Tw eyd

suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan),

at& wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan),

=4
el s exg@n

wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam

peRegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan

pencantuman dan penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan,

termasuk sanksi administratif:'*

1. Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran
atas suatu norma peraturan perundang-undangan.

3. Membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran
hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan
melakukan kembali pelanggaran.

4. Mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.

Sesuai dengan tujuan penerapan sanksi tersebut jelaslah bermuara pada

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

mé&fubah keadaan agar menjadi lebih baik, yaitu kinerja seseorang dalam hal ini

(0]

pe@ngkat desa. untuk menegakkan disiplin perangkat desa, semestinya kepala
e

131hi

Ibid.
YWicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum
Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Jurnal Legislasi, Vol. 6 No. 4, (Desember 2009),
H.’BD6-607.

Ag uejg
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©
degé dapat menggunakan kewenangannya sesuai prosedur pemberian sanksi yang

digur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017.
N-gfnun, dalam memberikan sanksi hingga ke tahap pemberhentian kepala desa
h%s memperhatikan prosedur sebelum melakukan pemberhentian tersebut kepala
deg setelah dilakukan sanksi teguran sebanyak 3 kali sebagaimana ditentukan
paﬁa Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12
Taj@un 2017.

Berdasarkan norma-norma tersebut kepala desa dapat memberhentikan

1y €

pegtjangkat desa sementara salah satu sebabnya melanggar larangan sebagai
perangkat sekretariat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan undang-
undang nomor 12 tahun 2017 pasal 27 ayat (1) point C yaitu menyalahgunakan
wewenang, tugas, kewajiban, dan haknya dan dalam point L yaitu melanggar
sumpah/janji jabatan. dalam hal ini dikaitkan dengan kewajiban memberikan
pelayanan publik.*

Dalam Islam, pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik

jels

aj%-an-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga

o]

keBidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Serta dari kepemimpinan itu
o]

digthat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-

b@ang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan
]

hufum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu
=)

m’éfmpunyai keseragaman yang solid di bawah pemimpin kepala negara®
e

>Kampar, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, op.cit., Pasal 27 Ayat (1) Point C.
®Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara Dan
KePlemimpinan Dalam Takaran Islam, Terj. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani,
2000Q), Cet. I, h. 14

Ag uejg
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Konsep kepemimpinan tercantum dalam al-Qur’an dan as-Sunnah

| ZXBH Q

m putl kehidupan manusia baik pribadi, keluarga, bahkan sampai umat manusia

d

atall kelompok. Konsep ini mencakup diantaranya cara-cara memimpin maupun
=

diptmpin demi terlaksananya ajaran islam untuk menjamin kehidupan yang lebih
~

batk di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan sudah menjadi fitrah

baggan dari manusia yang sekaligus memotivasi kepemiminan yang islami.
c

M;mi_wusia di amanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi.'’ Dan juga
jeb)

dijelaskan di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai

Q

beFikut:

s i &) Joall 158 5 L g 2K 8l fat 3y o v\\jgyd’gﬁb | &)
(OA 1o Lil) Vs "lize™ o8 0l &) & Nog

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampalkan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguihnya Allah maha mendengar lagi maha melihat .
(Q.S. An-Nisa’/4: 58).

M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Mishbah

a}els

méenafsirkan bahwa ayat ini setelah Allah SWT. menjelaskan keburukan

|

seE1entara orang Yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah
o]
pe_fpayakan kepada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan tidak

<
méhyembunyikan isinya, kini al-Qur’an kembali menuntun kaum muslimin agar

3

tidak mengikuti jejak mereka. Tuntunan kali ini sungguh sangat ditekankan,

Ag uejIng jo

Y|atif Adam Et Al., Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan

PeFgncanaan Pembagunan, (Pasuruan Qiara Media, 2020), 7.

nery wisey gie



D)

EF

f
>

NV VASNS NIN

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

11

©
kaEna-ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan

7 - 18
memerintahkan.

E’ Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah
S\P?i:T. Memerintahkan kita untuk menjalankan amanah secara baik dan juga Allah
mgnerintahkan kita agar berlaku adil.

i Dalam mengelola pemerintahan seperti pengangkatan dan pemberhentian
péiangkat Desa harus didasarkan pada prinsip keadilan. Pelanggaran Amanah
m;;;upakan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan merupakan

QD

bentuk amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Melihat adanya hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan
dalam suatu pemerintahan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang
untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.” Konsep figh siyasah mengatur tentang kepemimpinan dalam
Alquran disebut yaitu ulil amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang

ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama
FEr]

-

bahkan orang-orang Syi“ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka

maksum. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari figh dusturiyah
-

adalah ahlul halli wal agdi. Ahlul halli wal agdi menurut para ulama yaitu tempat
=1

e

konsultasi atau imam di dalam menetukan kebijakan. Sama halnya di dalam
]

pe?ﬁerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.?

(=]

Lo =

wn

=

s

= M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 480

w B atif Adam Et Al., Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan

Perencanaan Pembagunan, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), h. 8.

“Muhajar Ibn Syarif Dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik

Islakh (Surabaya:Erlangga, 2008), h.105
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Persoalan disiplin perangkat desa khususnya sekretariat desa dan

ABH @

pelaksana teknis pada desa Tanjung Mas mempunyai kebiasaan buruk terkait

d

digiplin waktu kerja. Kebanyakan perangkat desa tersebut masuk kerja tidak
se?_u_lai jadwal resmi yang ditentukan pemerintah, yaitu datang terlambat, pulang
Ie@w dahulu atau bahkan tidak masuk pada hari kerja. Kebiasaan buruk tersebut
teﬁu mempengaruhi kinerja dalam memberikan pelayan publik. Padahal, disetiap
kafz_tor desa masing-masing mempunyai tata tertib yang berlaku bagi perangkat

jeb)
desa, seperti kewajiban absen sebelum dan sesudah masuk kerja.

g Fenomena ketidak displinan perangkat Desa Tanjung Mas merupakan isu
hukum sosiologis, secara das sollen sudah ada norma hukum yang mengatur
kewenangan atasan untuk memberikan sanksi. Namun, secara das sein tidak ada
kepala desa yang menerapkan dogma hukum tentang pemberian sanksi. Dengan

demikian, tidak akan terjadi perubahan perilaku perangkat Desa menjadi lebih

baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

wn

N Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis
dagati di lapangan, bahwasanya penulis menemukan beberapa gejala-gejala di
ar%ranya sebagai berikut:
1.§Masih ada perangkat desa khususnya sekretariat desa dan pelaksana teknis

_E;'pada lokasi yang telah disebutkan mempunyai kebiasaan buruk terkait dengan

E" kehadiran Kkerja yaitu tidak masuk kerja padahal pada hari aktif kerja.
Z.SJj’Masih ada perangkat desa pada lokasi tersebut masuk kerja tidak sesuai

jadwal resmi yang ditentukan pemerintah, yaitu datang terlambat dan pulang

lebih dahulu.

neny wisey jraedg uejn
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©®
g Sejalan dengan fenomena gejala-gejala tersebut di atas, maka penulis
-

teetarik untuk menelitinya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:
o

“Rglaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat
3

Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa
-~

Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Figh
Z

Slggsah.”
=
w
—~

Ba Batasan Masalah
0
o Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
(=

dipermasalahkan, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan
dituangkan dalam penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran
Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,
dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran
Diggplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12
T%un 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,
d% perspektif figih siyasah terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran

B8
Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12

=

T@un 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
m

CE_Rumusan Masalah

A3

© 1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap
Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di

Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

neny wisey jredg uejng j
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2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Sanksi
Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar

Kiri Kabupaten Kampar?

w

Bagaimana perspektif figih siyasah terhadap Pelaksanaan Penerapan
Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran
Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar
Kiri Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan
Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa
Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

c. Untuk mengetahui perspektif figih siyasah terhadap Pelaksanaan
Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa

Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
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2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat
dalam penelitian ini yakni:
a. Manfaat Teoritis
Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah
khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature bagi siapa saja
yang tertarik dengan topik pembahasan di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

nelry eysng Nin y!jlw ejdioyey @

1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat mengubah
wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

ejdio jeH o

Ag Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan
(=

> Secara bahasa, pelaksanaan berasal dari kata dasar “laksana” yang berarti

0. . . .
menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Pelaksanaan diartikan sebagai

w

L
preses, cara atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan atau
py)

kebijakan. Secara istilah pelaksanaan adalah tindakan atau proses menerapkan
c
suatu rencana yang sudah disusun secara mtang dan terperinci. Implementasi
biasanyan dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana,
pelaksanaan bias diartikan sebagai penerapan atau usaha-usaha yang dilakukan
untuk mewujudkan rencana atau kebijakan menjadi kenyataan.**
Menurut Wiestra, pelaksanaan adalah upaya yang dilakukan untuk

m%r;gimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan

di&tapkan, termasuk melengkapi semua kebutuhan alat, menentukan siapa yang

ak%n melaksanakan, dimana pelaksanaanya akan dilakukan dan kapan waktu
B8

pefaksanaanya dimulai.?
=
E- Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk
(g°]

ma_aksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan
(s
]

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa
n

yaRg melaksanakan, dimana tempat pelasanaannta mulai dan bagaimana cara yang
Y
=
wn
‘< ZKBBI, “Pelaksanaan”., https://kbbi.web.id/pelaksanaan, diakses 22 april 2025.

’Tria Agustina, et.al., Pelaksanaan Pemeliharaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan SMP N

10/Ralembang, Jurnal Pendidikan , Social Dan Humaniora, VVolume 4., Nomor 3., April 2025
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©
hagas dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program

-
atay kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengembilan keputusan,
o

lagfkahyang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan

= : : :
guna mencapai sasaran dariprogram yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dilakukan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan

nA

baﬁwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang ditetapkan harus sejalan
déZgan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana
da?am kegiatannya melibatkan beberapaunsur disertai dengan usaha- usaha dan
diajukung oleh alat-alat penunjang.®®
2. Penerapan sanksi

Penerapan sanksi salah satu bentuk atau agar pelayanan publik yang
dilakukan oleh perangkat desa berkualitas sesuai asasnya. Karena itu teori sanksi
merupakan applied theory dalam penelitian ini. Selain itu, perilaku perangkat desa
saling berkelaziman dengan kesadaran dan ketaatan hukumnya maka teori
ke%&daran dan ketaatan menjadi bagian dari applied theory dalam penelitian ini.

-

(¢]
Beufkaitan dengan sanksi setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen

F—

seEIu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan,
o]
dag hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah

Ia@ sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk

S

mgﬁjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal

Ag uejIng jo

Zhttps://www.kompasiana.com/danainsani7142/6371030aa4f0660265131192/definisi-
sanaan-dan-tujuan-pelaksanaan, di akses pada Tanggal 21 Maret 2025
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©
telgebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun

nq?na itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.?*
E’ Menurut Wicipto Setiadi berbagai peraturan perundang-undangan dan

Iit%atur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu.

1. Peringatan/teguran lisan;

2. Peringatan/teguran tertulis;

3. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang);

4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan:

Nely ejlsns NN X

5. Denda administratif;
6. Pengenaan uang paksa (dwangsom)

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling
ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum
menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi
administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi
ad%iinistratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi

-

ad:ﬁainistratif yang teringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai

F—

begerapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada

o]
regon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat.

E Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang
]

aga‘k lebih berat. Hal-hal yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis
=)

arﬁgra lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi

teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai

ugn

Ag

#Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum,
{rta: Kencana Penada Media Group, 2007), h, 84

~—~
()
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©
pagapengambilan tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan secara tertulis ini

-
harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi

o
tegliran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan

=
apa-konsekuensinya jika tidak dilakukan.?®

~

— Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa harus mengacu kepada
m%anisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan

c
pe‘;‘\_Undangan tersebut, sehingga kewenangan tersebut telah memenuhi syarat

jeb)
pemyelengaraan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Istilah AUPB,

mglurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘asas hukum’, yaitu
suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang
menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum
tata pemerintahan. Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata
pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah

memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan

kegéjahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai bestuurszorg.?®

g& Penegakan Hukum

g Selanjutnya karena penerapan sanksi berkaitan dengan isu penegakan
hu:Kum maka penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum
adgl'ah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-
nc%na hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau
hqiﬁ’ungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam
haf"lni dikaitkan dengan disiplin aparatur desa.

251 i
Ibid
%Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom, (Bandung : Refika

Adifitama, 2012), h. 124

nery wisey gredAg u



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

20

©
g Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan

me_:;}yerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap
da-gg?f sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk
me?_f?ciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.?’
Bé(aitan dengan penegakan hukum Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan
hukum itu merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum
mgihjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran
bagﬂ?ﬁn pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.
P;FJUmusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum
akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.?® Penegakan
hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan
manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat
berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran
hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui

peﬁ%gakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan

hu:kum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:*

=

Kepastian hukum (rechtssicherheit)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa
yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada

dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justicia et pereat mundus

“'Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35.

e %3atjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta
PuBlishing, 2009), h. 25.
#sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

ue}[ng jo AJISIdATU() dIUIe]
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(meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang
diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan
perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang
berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam
keadaan tertentu.

Manfaat (zweckmassigkeit)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau
penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan
hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan
bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan
atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Keadilan (gerechtigkeit)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan
atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan
penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan.
Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat
menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang
mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.
Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak

menyamaratakan.
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; Mengutip pendapat Lawrence M Friedman ada beberapa unsur-

; unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum,

E’ yaitu: ¥

2 1. Struktur hukum (legal structure)

Z 2. Substansi hukum (legal substance), dan

i 3. Budaya hukum (legal culture).

‘E_ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok pada penegakan
hl;Jng sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

QD

Faktor-faktor tersebut, meliputi:** Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor
sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat,
yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor
kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak

2}els

tif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu. Kelima faktor di atas,

©
158

safing berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan

JigExe

baglan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dsengan yang lainnya karena sangat

m§mpengaruhi dalam penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur dari
]

etgfitivitas penegakan hukum® dalam memahami kesadaran dan ketaatan hukum.

I

=)
4.$iqh Siyasah
e

L awrence M. Friedman, American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah
antar) Second Edition, Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa , 2001), h. 7-8.

#150erjono Soekanto, op.cit., h. 5.

*Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
), him. 193.

Pe
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g Figh siyasah merupakan gabungan antara kata figh dan siyasah. Secara
-

bahasa, figh berasal dari kata “fagaha-yafgahu-fighan” yang berarti “pemahaman
o

yang mendalam”. Secara istilah, figh merujuk pada ilmu atau pemahaman tentang
h%um syariat yang bersifat amaliah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci
(tzgsili). Dengan demikian, figh adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama
(rrﬁjtahidin) untuk menggali hukum syara agar dapat diterapkan oleh umat Islam.

c
Séfnentara itu, siyasah berasal dari kata “sasayasusu-siyasatan” yang berarti

mgjgatur, mengurus, memerintah (pemerintahan), serta membuat kebijakan dan
kegutusan politik. Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah
sebagai pengaturan perundangan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur kehidupan. Figh siyasah pada dasarnya adalah
cabang hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan

manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat

manusia.>®

n
ot
jo¥]
g
)

masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan

IImu figh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan

perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-

w
W
i
o]

prifisip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.** Adapun kemaslahatan

=
teéebut jika dilihat dari sisi syari‘ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib

aksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah

1%[9

[0S o

*Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Figh Siyasah,
a Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 61.

*Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, Figh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik
,(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10

£g uey

@
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mgaksanakannya.35 Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan
~

berkut;
=
o & Kemaslahatan itu harus sesuai dengan magashid al-syariah, semangat
= ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil gath'i baik wurud maupun dalalahnya;
=
—b. Kemaslahatan itu haruslah meyakinkan, artinya kemaslahatan itu
= " S
b berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan
c
& bahwa itu bisa mendatangkan manfaatdan menghindarkan muradat
jeb)
vc. Kemaslahatan itu membawa dan bukan mendatangan kesulitan yang luar
QD
= batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.*

Secara etimologi figh siyasah adalah otoritas pemerintah untuk
melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai
kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama
sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.>” Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam figh
siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa
pe?ksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan

-

ke:kuasaan menjalankan kekuasaaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa

F—

penﬁaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

% Figh siyasah memiliki beberapa objek studi dan pembidangan figh
sifﬁ'sah antara lain sebagai berikut:

E"a. Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan PerundangUndangan)
=

£

*Mohammad Rusfi," Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum®, dalam
al Al-'Adalah, Vol. XII No. I, , (Juni, 2014), h. 66

*®H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidahhukum Isalam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah
Yarg Praktis, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

¥sayuti, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda,
1983), h. 21.

Ju

Iexg )
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g b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum)

;C. Siyasah Qadha,iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan)

E’ d. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan moneter)

ge. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara)

gf. Syasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan
i Internasional)

“C;:_g. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
Q;:;; Undangan)

g h. Siyasah Harbiyah / Azkariyyah Syar’iyyah (Politik peperangan/

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau
memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-
Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing
mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk

m%ﬂgendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar

-

negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan
dag istiqgamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-
™

urgang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta

e

=
mengatur keadaan.*
o

5.2 Siyasah Qadha’iyyah
(=]

;£ Siyasah qadha’iyyah terdiri dari dua kata, yaitu siyasah dan qadha“iyyah.

Kga siyasah menurut etimologi berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur,

Ag

%8 Abdul Wahab Khallaf, Al- Siyasah Al- Syari’iyat (Al-Qohirah: Dar Al-Anshar, 1977), h.
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m%gurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan

-
kehijaksanaannya. Secara terminologi adalah sebagai salah satu aspek hukum di

o
maha yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia

=

untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kedudukan dan peranan
~

figh siyasah sebagai hukum islam secara keseluruhan sangat penting.

Kata kedua adalah qadha“iyyah, secara etimologi diambil dari kata

NS NI

qdtlhaa " Istilah diambil dari kata gadhaa-yaghidhu memiliki arti selesai dan

e

sepgpurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan,

el

menetapkan.® Secara terminologi, kata al-qadhaa® berarti menangani sengketa
dan pertentangan. Dalam bahasa arab al-gadhaa“™ biasa disebut dengan al-hukmu
sebab dalam proses pengadilan terdapat hikmah, setiap sesuatu harus di tempatkan
pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan, dan
juga proses pengadilan yaitu untuk memperkokok dan menyempurnakan sesuatu.

Seperti firman Allah SWT. Dalam QS. Al-lIsra (17:23):

@ -

& 348 o~ H S o P PR S O I SR
Gf.as}d.u‘z/ Nt Y b J\Au}&a\u\@udmﬂ\t,ah\ 5!
o
:._. LA@JS)\&JSJLA@JQJ\Y}WD/%C}SJLA@JY}SL:\)S
2,

é Istilah siyasah dan al-gadha“iyyah merupakan konsep yang ada di dalam
=

kaRteks hukum Islam yang digabungkan menjadi satu menjadi siyasah al-
]
-

qaf_&'_h a“iyyah, yang dapat dimaknai sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur
<

didalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui

¥\Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu Jilid 8 Terjemah: Abdul Hayyie Al-

Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 103.
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©
prges kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Istilah qadha“iyyah yang

-
meyupakan bentuk turunan dari kata gadha yang dimaknai sebagai yudikatif.*°

1 d

o  Dalam Islam yang menjalankan peradilan disebut gadhi (hakim), disebut
se?_z_igai gadhi‘ karena mengharuskan orang untuk mematuhi hukum. Hakim juga
seggai orang yang menjalankan hukum Allah Swt terhadap orang yang
be&zgerkara. Secara garis besar, lembaga peradilan (gadha’iyyah) dalam sistem
kéiatanegaraan Islam dapat dibagi kedalam tiga wilayah kekuasaan sebagai
bejt)ikut:

QD

Sa. Wilayah Al-gadha’

Wilayah al-qadha’ adalah salah satu lembaga peradilan berfungsi
untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga
negara, baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata.
Lembaga peradilan ini, sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus

mengalami perkembangan setelah beliau wafat. Terutama pada masa dinasti

E-)Umayyah dan Abbasiyah. Wilayah al-qadha’, dipimpin oleh seorang qadi

o

c”.—(hakim). Hakim bertugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik
&

Sdari Al-Qur’an, Sunnah ataupun ijtihad. Jika dilihat dari konteks negara
o]

glndonesia sekarang. Peradilan gadha’ ini, dapat disamakan dengan peradilan
:' H 41

sagama atau peradilan umum.

]

Zb. Wilayah al-hisbah

=)

3 Wilayah al-hisbah adalah salah satu lembaga peradilan yang bertugas
e

g'menangani berbagai kasus pelanggaran moral, berkaitan dengan pelaksanaan

“Muhammad Igbal, Figh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 188.
“Muhibbuththabary, Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi (Banda

Acah: Yayasan PeNa, 2010).
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mIamar makruf nahi mungkar. Imam al-Mawardi memberikan definisi hisbah

-
oadalah menyuruh kepada kebaikan bila terbukti banyak hal baik ditinggalkan

o
mdan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah

=]
—dilakukan. Ibnu Taimiyah menambahkan definisi tersebut “yang bukan

=
ctermasuk wewenang dari peradilan biasa dan Wilayah al-mazhalim”.

iKedudukan wilayah al-hisbah menurut Imam al Mawardi, dalam struktur

c
gketatanegaraan Islam adalah sebagai salah satu lembaga peradilan yang

©
Jposisinya menengahi dua peradilan lainnya yaitu wilayah al-gadha’ dan
©

Cwilayah al-mazhalim. Orang yang secara khusus melaksanakan tugas hisbah
ini disebut sebagai muhtasib. Tugas dari muhtasib adalah menangani perkara
perkara kriminal yang perlu segera diselesaikan, mengawasi hukum, mengatur
ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, mencegah
terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang-orang yang

mempermainkan syari’at Islam.*

Wilayah al-mazhalim adalah suatu komponen peradilan yang berdiri

ST @3e}S

sendiri. Lembaga ini, memiliki tugas Kkhusus untuk mengurusi

Jrure

menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. Wilayah al-

mazhalim memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua

kekuasaan peradilan lainnya yaitu Al gadha’ dan Al- hisbah. Kewenangan dari

Ajrs1aAru

§3°

wilayah al-mazhalim adalah memutuskan berbagai bentuk perkara kezaliman

yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan (sultan),

Ag uejn

“Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia,”

Jufal Al-Ulum 13, Nomor 2 (2013), h. 440.
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mzﬂlartawan, dan keluarga khalifah. Dalam hal ini Wilayah al-mazhalim juga

;memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah terhadap berbagai
g'penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan.
gSeperti misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap
g«:tentuan hukum syara’. Penyimpangan terhadap kontrak sosial yang telah
idisepakati secara bersama-sama. Serta, berbagai penyimpangan lainnya yang

c
gdapat merugikan hak dan kepentingan rakyatnya. Pada intinya, wewenang

jeb)
sdembaga ini adalah mendorong orang-orang yang bersikap zalim untuk

gkemudian bersikap atau berlaku adil. Oleh karenanya, jabatan ini harus
diduduki oleh orang orang kuat, terhormat, ditaati oleh masyarakat,
berwibawa, tegas, bersih jalan hidupnya tidak tamak dan memiliki sifat wara’.
Sehingga, tidak ada seorangpun yang mampu meng intervensinya meskipun
itu oleh kalangan penguasa sendiri.*?
Gambaran Umum Desa Tanjung Mas

a. Sejarah Singkat Desa Tanjung Mas

Secara administrasi kewilayahan, Desa Tanjung Mas berada dalam

TUrefsy aje}s

wilayah Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa
Tanjung Mas adalah desa yang terbentuk akibat Perkampungan Penduduk
yang membuka lahan untuk pertanian. Desa Tanjung Mas pada umumnya

juga masih banyak memerlukan pembangunan baik fisik maupun Sumber

Ajrs1aarun d

daya manusianya. Akses menuju kota kecamatan berupa jalan tanah dengan

jarak 13 Km, sehingga cukup sulit bagi masyarakat Desa Tanjung Mas untuk

Al Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam (Jakarta:
a Insani Press 2000), h. 83
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gberhubungan dengan kecamatan. Secara umum, mata pencaharian Sebagian

-
o besar masyarakat Desa Tanjung Mas adalah Petani dan Pekebun, dimana

d

o Karet merupakan produk utama masyarakat Desa Tanjung Mas, disamping itu
:adajuga sebagian kecil yang memiliki perkebunan sawit serta profesi lainnya.

Desa Tanjung Mas merupakan desa pemekaran dari Desa Tanjung
Harapan yang di mekarkan pada tahun 2008, yang mana desa ini dulunya

merupakan dusun dari pecahan Tanjung Mas yang dinamakan desa Tanjung

d BISNS NIN AW

Harapan yang sebagian besar penduduknua bersal dari kampung tua yang

nei

bernama Lengung, lengung ini adalah pecahan dari desa Teluk Paman,
dulunya kampung tua ini sering dilanda banjir setiap tahunnya, pada akhirnya
penduduk menyepakati pindah ke pemukiman baru yakni Tanjung Mas dan
Tanjung Harapan yang pada waktu itu merupakan hutan belantara sekitar
tahun 1980 selanjutnya sesuai perkembangan penduduk semangkin
bertambah maka Tanjung Mas ini di jadikan dusun dalam wilayah
pemerintahan desa Teluk Paman Sekarang. Pada Tahun 1984 Tanjung Mas
terdiri dari 35 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 135 Jiwa, kemudian

pada tahun 2000 bertambah menjadi 120 KK dengan jumlah penduduk

[} dTurejsjy ajejlg

sebanyak 425 jiwa, dua tahun berturut turut jumlah penduduk semangkin

berkembang yakni sebanyak 154 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 510

I9AIU

jiwa. Pada Tahun 2008 Tanjung Mas menjadi desa yang mana kepala desa

A31s

nya di jabat oleh Buharis Selaku PJ Kepala Desa, yang administrasinya
mengikuti desa Tanjung Harapan, Pada Tahun 2010 Pj Kepala Desa di jabat

oleh Buharis, Di adakanlah pemilihan kepala desa defenitip yang pertama,
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T sampai tahun 2013, tahun 2014 Pj Kepala Desa di jabat oleh Irianto sampai

tahun 2015, tahun 2016 Pj Kepala Desa di jabat oleh Salman Jamaluddin

10 ).

sampai tahun 2017, Pada Pemilihan kepala Desa serentak tahap pertama di
:kabupaten kampar, terpilih sebagai kepala desa untuk periode 2017-2023
BUHARIS sebagai kepala desa.

b. Letak Georafis Desa Tanjung Mas

Desa Tanjung Mas Dengan luas wilayah 2635 km2, ini mempunyai

eysnsg Nin Yijlw ejd

- letak geografis yang sangat strategis di wilayah kecamatan Kampar Kiri,

e

< dengan tapal batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan
sebelah barat berbatasan dengan Desa Sei Raja/Sei Rambai, sebelah timurnya
berbatasan dengan Desa Kuntu dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa
Tanjung Harapan.

Desa Tanjung Mas mempunyai tofograpi dataran tinggi atau berbukit
yang secara geografis mempunyai keadaan yang sangat baik dalam bidang
perkebunan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat ini bersumber dari

hasil perkebunan sawit dan sebagian bersumber dari hasil tanaman palawija,

TUrefsy aje}s

ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan buruh harian lepas.
c. Letak Demografis Desa Tanjung Mas

Penduduk Desa Tanjung Mas berasal dari berbagai daerah yang

Ajrs1aarun d

'berbeda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari
suku Melayu atau di Kampar di sebut dengan suku Ocu sehingga tradisi-
tradisi musyawarah mufakad, gotong royong dan kearifan lokal yang lain

sudah di lakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tanjug Mas dan hal

neny wisey jrredAg uejng jo



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

32

©
gtersebut secara efektif dapat menghidarkan adanya benturan-benturan antar

-
o kelompok. Desa Tanjung Mas mempunyai jumlah penduduk 585 jiwa, yang
o

—

o terdiri dari laki-laki 292 jiwa, perempuan 293 jiwa dan 103 KK yang terbagi

=
—-dalam empat dusun.

=
—d. Struktur organisasi pemerintahan desa Tanjung Mas

Adapun susunan struktur kelembagaan sebagai berikut

1) Pj. Kepala desa: Tarmizi S.Pd.l. MM

N
~

Sekertaris: Muhammad Anggi Rambe

Nely ejsns NI

3) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan; Budi Harizal
4) Kepala Urusan umum dan perencanaan: Syamsuir
5) Kasi Pemerintahan: Ginda Suhadi
6) Kepala urusan Keuangan; Rusdi Warman
7) Kepala dusun | Tanjung Mas: Ade Candra Irawan
Kepala Dusun Il Pasir Putih : Sariyal
Kepala Dusun Il Setingkai: Wahyudi
Kepala Dusun IV Sungai Napal: Gustin Harahap
Adapun visi Desa Tanjung Mas adalah “Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas.” Misi Desa Tanjung Mas, antara lain:
1) Mewujudkan dam Memajukan pembangunan insfrastruktur
2) Menunjang dan memobilitasi ekonomi masyarakat
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan

sector pendidikan, kesehatan, kebudayaan,, teknologi, dan informasi.
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4) Menyiapkan kualitas sumber daya manusia usia produktif dengan
dibekali ilmu dan keterampilan kejuruan

5) Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui
pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah
lingkungan menuju Kampung Agrobisnis.

6) Meningkatkan produksi peternakan yang unggul

7) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan

dan perekonomian perdesaan.

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

8) Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi
kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan Kampung.
9) Mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Tanjung

Mas yang Baik dan Bersih (Cleen Government And Good Governance).

B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah sarana penelitian untuk mengungkapkan

litian terdahulu yang relavan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema

o)
Fois

topic yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian

BS]

at

Srux

peRelitian terdahulu bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian

yaRg direncanakan sebelumnya.

«

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang

Ayrsxaadun

)

telah terdahulu membahas terkait dengan penerapan sanksi pelanggaran disiplin

B J

tefhadap perangkat Desa Tanjung Mas berdasarkan Undang- undang nomor 12

8
T

n 2017 peraturan Kbaupaten Kampar tentang Penberhentian dan

1Befg

PeRgangkatan Desa Prespekrif Figh Siyasah. Diantaranya ialah;
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Jurnal Nanang Zulkarnaen dan Maemunah pernah melakukan penelitian
dengan judul Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan
Memberhentikan Perangkat Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa
pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus
terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Persamaan
dengan peneliti ini adalah, perbedaannya dengan peneliti terdahulu
meneliti pengangkatan dan pemberentian perangkat desa, dan tidak
mengkaitkan dengan hambatan dan upaya dalam pemeberian saksi
terhadap perangkat Desa.

Skripsi milik Rusli, dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap
Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Sipaenre Kabupaten
Bulukumba, adapun hasil penelitian ini ketidak kesesuaian gaya
kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa, hal ini tercermin
pula dari indeks desa membangun (IDM) desa siparen bagaimana cara
supaya kariyawan tetap disiplin dalam bekerja masih tingginya angka
kemiskinan di Desa Ciamis tersebut. Adapun persamaan dengan penelitian
terdahulu sama-sama meneliti tentang kedisiplinan perangkat Desa,

sedangkan perbedaan dari lokasi penelitian, fokus penelitian lebih
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penerapan sanksi disiplin dengan landasan peraturan daerah kabupaten
Kampar Nomor 12 tahun 2017.%*

Skripsi Nurfitri Hanum, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantann Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Prespekti Figh
Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan).
Dalam hasil penelitian ini penulis dapatkan bahwa peraturan daerah

tersebut belum di implementasikan secara keseluruhan. Penulis

nelry ejysng NinN !lw ejdio ey @

mendapatkan 2 faktor yang menyebabkan peraturan daerah tersebut tidak
dijalankan, Yaitu kurangnya pengawasan dari badan permusyawaratan
desa terhadap kinerja kepala desa dan kurangnya partisipasi masyrakat
untuk memberikan masukan kepada badan permusyawaratan desa terhadap
kinerja kepala desa. Tindakan kepala desa tidak sesuai dengan ajaran islam
dan kaedah figh siyasah karena kepala Desa harus mempertanggung
jawabkan semua tindakanya yang diluar karidor tersebut karena telah
menabrak aturan peraturan daerah yang ada dan berlaku. Adapun
persamaan dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang
pemberhentian perangkat Desa, adapun perbedaannya yaitu bedanya lokasi
penelitian, dan lebih fokus dalam peraturan daerah kabupaten Kampar

nomor 12 tahun 2017.%°

*Rusli, Pengaruh Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa
Sigaenre Kabupaten Bulukumba, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2018).

**Nurfitri Hanum, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Siungingi Nomor
53ahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam
Pr8pektif Figh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan), (Skripsi:
UIN;Suska Riau, 2024).

)N S Jo AJISIDATU) dIWIR[S] d}€}§
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Tesis, Busrianto dengan judul penerapan sanksi pelanggaran disiplin
perangkat desa di kabupaten Kampar berdasarkan peraturan daerah
kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Desa, hasil penelitian ini kepala desa masih ada yang tidak
memahami norma yang menjadi dasar untuk menerapkan sanksi tersebut.
Keadaan ini akan mempengaruhi kesadaran dan ketaatan hukum.
Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat
dari kesadaran dan ketaatan hukum. Oleh karena itu, untuk membangun
kesadaran hukum maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi
parameter dalam penegakan hukum dalam hal ini penerapan sanksi
terhadap aparatur desa di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017. Berkaitan rendahnya
pengetahuan hukum kepala desa terhadap pengetahuan dan isi hukum yang
menjadi dasar penerapan sanksi bagi perangkat desa maka dengan
sendirinya akan mempengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi bagi
perangkat desa yang tidak disiplin. Adapun persamaannta sama-sama
meneliti penerapan sanksi terhadap perangkat Desa, perbedaanya dengan
peneliti terdahulu lebih fokus ke satu Desa, dan tidak menerapkan figh

siyasah*®

**Busrianto, Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Di Kabupaten

Kampar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pefigangkatan Dan Pemberhentian Pereangkat Desa, (Tesis: Universitas Lancang Kuning 2021).
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Q)

G

o METODE PENELITIAN
=

Q

A3 Jenis Penelitian

— Dilihat dari jenis penelitian ini termaksuk penelitian yuridis sosiologis

n

yaié;u dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data

prc;fner dan disertai data sekunder yang didapat dari responden melalui
»

wa?i_fvancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan dalam melakukan

pegélitian ini. Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini deskriptif

analisis.”” Yang di maksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode dalam

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan

secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta

hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.*®

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat

o
iaw;s

riptif adala riset kualitatif bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan

3
gefs

na data serta fenomena yang diperoleh saat berda dilapangan, dengan

gDI

mémberikan bukti- bukti terkait fakta yang sebenarnya di lapangan. Penelitian

gAIu

K Iltatlf adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis

o

), non-numerik untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan politik.

*"Bambang Sugyono, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

£S uej[ng jo Brsx

=F

*Kaelan M.S. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma,
), h. 58

N
o
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Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk

E)eH @

memahami fenomena sosial melalui interprestasi mendalam, deskripsi, dan

di

ar@lisis kontekstual. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami

mama yang diberikana oleh individu terhadap pengalaman dan fenomena yang
~

mereka alami. Metode-metode dalam penelitian kualitatif wawancara mendalam,

ob&(;rvaﬂ partisipasi, analisis teks, studi kasus, dan analisis konten. Metode-

c

mgode tentang fenomena yang diamati.*®
jeb)
py)

Cq Lokasi Penelitian
c
Penelitian ini adalah penelitian (field research) dalam penulisan skripsi
ini penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung Mas, jalan Lintas Lipatkain —
Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Wilayah ini mudah
dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan Data dan melakukan wawancara

mengenai permasalahan yang diteliti, serta di lokasi ini terdapat permasalahan

ya(r})g menjadi objek penelitian penulis.
)
(¢]
D,; Subjek Dan Objek Penelitian
&
= Dalam pendekatan kualitatif subjek juga disebut sebagai informan dalam
o]
pegélitian. Informan merupakan orang yang memeberikan informasi tentang
si@asi dan kondisi latar penelitian.® Jadi, dalam penelitian ini, peneliti
]

mgﬁggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan terbagi pada dua

(0]

gl .
magam, yaitu:
=

el

®Hani Subakti, etal., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Media Sains
Indgnesia, 2023), cet, ke-1, h.4-5

e L exy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: : Remaja
RoSdakarya, 2017), Cet. Ke- 37, h. 6.

u

I

nery wisey j



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

39

©

gl. Informan kunci, adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas
; dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapatkan. Informan
E’ kunci dalam penelitian ini, yakni Kepala Desa Tanjung Mas, Kepala
2 Dusun, Kaur Kesejahteraan Pelayanan.

22. Informan biasa, adalah orang yang dapat memberikan informasi secara
i mendalam mengenai permasalahan yang diakan ditelliti, namun sebatas
‘E_ hal-hal tertentu. Adapun yang menjadi informan biasa adalah ninik
Q;E; mamak

c

Sedangkan objek Penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian
dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah
Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena

ST @23e3sg

pepelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial

I

tedentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi. Sampel dalam
G,

pe!Eelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber,
]

paEt‘_isipan, informan dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel

‘<
statistic, tetapi sampel teoritis.”*

Ag uejng

*15ygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

20IB), Cet. Ke- 22, h. 215.
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©
g Adapun informan dalam penelitian ini adalah, 1 (orang) Kepala Desa
G

Tagjung Mas, 1 (satu) orang Ketua BPD, 2 (dua) orang ninik mamak, dan 2 (dua)
o

orahg masyarakat. Dengan demikian, total jumlah informan penelitian berjumlah
=]

6 erang.
=~
=

F.ZSumber Data
g)a. Data primer
w
o Data primer diperolen dan dikumpulkan melalui informasi dari
o)
o sampel secara langsung, mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang
c

diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder diperolen melalui kepustakaan yang bersifat
mendukung data primer.
c. Data tersier

Data tersier diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi

w
E'- untuk mendukung data primer dan data sekunder.
@
g
g Teknik Pengumpulan Data
o]
ga. Observasi
§ Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap
]
< permasalahan yang diteliti
=4
b. Wawancara

neny wisey jruredg uejpng
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Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu Tanya jawab antara

193eH 6

penulis dengan sampel terkait dengan permasalahan yang di teliti oleh

penulis.

lw e)d

&

Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk
memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang

dapat mendukung penelitian serta sumber data yang diperoleh dari penelitian

d BjSng NIN X!

terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul

el

< penelitian
d. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan
analisis dan peninjuan infromasi yang telah ada sebelumnya, yang berasal
dari sumber- sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya

yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

9 p]

HE'- Teknik Analisis Data
:—- Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif
8

kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan

n

diéatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Ketika semua data sudah
ten;bf_umpul maka, penulisakan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga
daiat dipahami secara jelas kesimpulannya. Alasan peneliti menggunakan teknik
inEkarena menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian

dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahahan serta realitas sosial

Sre
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>’Hartono, Metode Penelitian, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 248

sarkan konteksnya, sehingga teknik analisis deskriptif kualitatif dianggap

:ZJn
i
=
c
[<B]
o
c
3+
>
c
[<B]
=}
a .m . . . . - . - - . -
© Bakgipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
o] (72}
ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._;l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
nwf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/en b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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{ah]
G
o KESIMPULAN DAN SARAN
=
m -
Ag Kesimpulan
;? Ada tiga permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka di
(=

B@B V ini sampailah penulis pada suatu kesimpulan. Adapun kesimpulannya

seE%gai berikut:
w

nery ey
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Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap aparatur Desa Tanjung Mas
berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017
tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di desa
Tanjung Mas masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan
Kepala Desa belum memahami norma yang menjadi dasar untuk
menerapkan sanksi  tersebut, maka dengan sendirinya akan
mempengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi bagi perangkat desa
yang tidak disiplin

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan sanksi
terhadap Aparatur Desa Tanjung Mas berdasarkan peraturan daerah
Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Desa karena adanya faktor internal. Hal ini
diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai hubungan kekeluargaan dan
hubungan politis dengan perangkat desanya, Karena kedekatan-
kedekatan tersebut mebuat Kepala Desa tidak bisa tegas terhadap
perangkat desanya, atau melakukan pembiaran serta tidak lakukan

pembinaan.
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§3. Perspektif figh siyasah dalam pelaksanaan penerapan sanksi terhadap
; aparatur Desa Tanjung Mas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten
E’ Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian
2 perangkat Desa di desa Tanjung Mas, bahwa Dalam Islam dan hukum
Z positif mengikuti dan mentaati aturan adalah kewajiban sebagaimana
i peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati sehingga dapat
‘E_ mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar. Akan tetapi dalam
Q;E; kenyataannya suatu peraturan amat sulit dilaksanakan dan dipatuhi
g sehingga banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja.

B. Saran

Relevan dengan kesimpulan di atas tampak suatu problem atau

kelemahan, maka untuk itu penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait.

Adapun saran sebagai berikut:
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1.

Berkaitan dengan adanya fakta ketidak disiplinan perangkat desa
Tanjung Mas, maka penulis menyarankan kepada Kepala Desa agar
dapat menerapkan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mengatasi ketidak disiplinnya terhadap
perangkat desa.

Badan Permusawaratan Desa harus melakukan pengawasan terhadap
kinerja Kepala Desa apabila ada pelanggaran kode etik dan tidak
dijalankan peraturan di dalam tugasnya, maka Badan Permusyawaratan

berhak memanggil dan meminta keterangan dari Kepala Desa.
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Kepada seluruh masyarakat desa Tanjung Mas, agar senantiasa
memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung berupa

tanggungjawab moral.

™
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. b
nwf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/en b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEDOMAN WAWANCARA

Ao Praktik Kedisiplinan Perangkat Desa

nery exgns NN AW ey

Bagaimana kedisiplinan perangkat desa dalam pelayanan terhadap
masyarakat?

Apakah pernah masyarakat menyampaikan keluhan mengenai
disiplin perangkat desa?

Bagaimana idealnya menurut bapak melihat kinerja perangkat desa,
apa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di desa ini?

B. Mekanisme penerapan sanksi

w
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Apakah yang menjadi penyebab kepala desa tidak menerapkan sanksi
terhadap perangkat desa?

Apakah bapak sudah menegur dan mengingatkan terhadap kepala
desa atau perangkatnya?

Apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi?
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Penyerahan surat izin riset di kantor Desa Tanjung Mas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_:,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ll_-_\_n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN TERHADAP PELANGGARAN
DISIPLIN PERANGKAT DESA TANJUNG MAS
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
Lokasi : Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar
Sesuai dengan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
rpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72195 perihal
n survey sebagai tahap pelaksanaan pengumpulan data untuk bahan skripsi pada dasarnya
mi tidaly merasa keberatan memberikan izin kepada yang bersangkutan di atas untuk
laksanei:k:an riset/prariset di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
Dg’nikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
bagaim%a mestinya.
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TanjungMas, 18 Februari 2025
Pj. Kgpala Desa Tanjung Mas
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761)391177TPEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

nvrd visns NIn
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Janggal rekomendasi ini diterbitkan.
Fepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
ienelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

v}
Bemikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
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SSSE & REKOMENDASI
2R 8 = o Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72195
3 5 & € = TENTANG
= s
o o =« Qe
22 e B PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
3 g g g = DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
3838 = 1.04.02.01
@ = %Remla Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
§ ;’e:mogonan —Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
=] %Jrﬂ!l%.lfPP.@.Q!MQG;‘ZDzS Tanggal 4 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
[
5323
T 5 4 1. h@%\a © MUHAMMAD UMAR
g—, € € 2 nNm/kTP © 12120412577
=)
Q@ 5 5 3. Pfgram Stud . HUKUM TATA NEGARA
S5 @ x : ,
= g_ Y 4. Jenjang 81
555 5 Alemat . PEKANBARU
Q@ § £ 6. Jydul Penelitian . IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12
g = & TAHUN 2017 TETANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TERHADAP
® T I PELANGGARAN DISIPLIN PERANGKAT DESA TANJUNG MAS PRESPEKTIF
c g = FIQH SIYASAH
= % g 7. Lokasi Penelitian . DESA TANJUNG MAS KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
n Qo
E; :U %)engan ketentuan sebagai berikut:
n © S
X é %idak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
ﬂC> gﬁ, @elaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
=S
E
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> @ wn
= = = Dibuat di . Pekanbaru
o 2 = Pada Tanggal : 6 Februari 2025
=)
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g = :T Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
) g S — Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
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5 g. ~ DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
S 6 PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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isampaikan®epada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Kampar
Up. Kepafg'Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
Dekan Fdkultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang BerSangkutan
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
&5 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

- (1] - . - L
al© gailall g acy il ad<
- o al FACULTY OF SHARIAH AND LAW
o O ot - O JI. HR. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
3 ULN SESKERIAU > Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id
= : _
&3 = e
e
222 2
ﬁ"o@_qg_ - Un.04/F 1/PP.00.9/1496/2025 Pekanbaru,04 Februari 2025
Sifg e | Biasa
gar@p% : I(Satu) Proposal
£ 2 :Mohon Izin Riset
& =
= —
2  XKepada Yth.
@  dbepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau
w

-
dssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Py Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
abniversitas Suitan Syarif Kasim Riau :
c

Nama : MUHAMMAD UMAR

NIM : 12120412577

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Semester . VIl (Delapan)

Lokasi : Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
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bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Tanjung
Mas Perspektif Figh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
danggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan

ememberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

ol oalall g eyl aes

> ® FACULTY OF SHARIAH AND LAW
gv o x JL.HR. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
o YNSUFEFARIAU = Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id
T = - — -
3 i@ o Un.4/F.1/PP.01.1/12944/2024 Pekanbaru,20 Desember 2024
S5 Sp <8
=) = [
Lar ng-e g- o
1 é Pen%imbing Skripsi
§ Keg@da Yth.
‘?C 1. &fan Zulfikar, M.Ag (Pemb. I Materi)
3 2. %ilal Afwa Ajidin, MA (Pemb. IT Metodologi)
2 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN-Sultan Syarif Kasim Riau

Pek%lbam

e PTPUN VE SIS
o W85 el 4 Aile aYL
o Dengan Hormat,

= .
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama MUHAMMAD UMAR

NIM 12120412577

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Judul Skripsi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun

2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Terhadap
Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Tanjung Mas Perspektif Figh

Siyasah
Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (20 Desember 2024 — 20 Juni 2024)
Kegéntuan 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum

bimbingan dimulai.

2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom
kartu kontrol bimbingan skripsi.

3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

M, M.A
06 200212 1 003

i’ah dan Hukum
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